BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN
DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa berdasarkan orientasi proses perencanaan
pembangunan daerah, pendekatan utama yang
digunakan adalah pendekatan teknokratik guna
pencapaian target indikator sasaran pembangunan
daerah, sehingga kebijakan alokasi PIK Pemerintah
Daerah perlu dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pagu
Indikatif Kecamatan dan Pedoman Umum Penggunaan
Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Bangka Barat;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6
Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahana atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);



Menetapkan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2
Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN DAN PEDOMAN
UMUM PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pagu Indikatif Kecamatan dan Pedoman
Umum Penggunaan Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten
Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun
2016 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 98 Tahun 2018
tentang Pagu Indikatif Kecamatan dan Pedoman Umum
Penggunaan Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Bangka
Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018
Nomor 68 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

BAB III
ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 3

(1) Alokasi PIK Pemerintah Daerah adalah minimal 8%
dari total perencanaan belanja langsung diluar
sumber Dana Alokasi Khusus dan Bantuan
Keuangan Provinsi sesuai arah kebijakan keuangan
daerah yang didistribusikan secara proporsional
berdasarkan proporsi masing-masing kecamatan.

(2) Proporsi pembagian alokasi PIK untuk masing-
masing kecamatan ditetapkan sebagai berikut :



a. Setiap kecamatan mendapatkan pagu dasar
berdasarkan jumlah desa dan kelurahan, dimana
perhitungan per desa mendapatkan
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta
per kelurahan mendapatkan Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah);

b. Sisa dari akumulasi pagu dasar setiap kecamatan
dibagi kembali ke masing-masing kecamatan secara
proporsional (Pagu Proporsional PIK) dengan
memperhitungkan beberapa variabel.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 14 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

H. M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI E



